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BAB VI 

PENUTUP  

Kesimpulan  

Sehingga berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kinerja keuangan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah ikatakan baik, walaupun desentralisasi 

masih rendah, ketergantungan pada pemerintah pusat/provinsi tinggi, dan 

kemandirian keuangan masih rendah.  

1. Derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 

2017-2021 menunjukan hasil masih rendah.  

2. Rasio ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 

2017-2021 menunjukan pemerintah daerah kabupaten Lembata 

memiliki ketergantungan yang sangat tinggi.  

3. Rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2017-

2021 menunjukkan hasil masih rendah dan memiliki pola instuktif.  

4.  Rasio efektivitas pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2017-

2021 sangat tidak efektif dalam pengumpulan pajak daerah.  

5. Rasio pengelolaan belanja pemerintah daerah kabupaten Lembata 

tahun2017-2021 

menunjukan perkembangan pada beberapa tahun kinerja keuangan yang 

mengalami defisit hal ini dikarenakan meningkatnya realisasi 

pendapatan dari pemerintah daerah seperti PAD dan DAK.  
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6. . Rasio keserasian tahun 2017-2021 menunjukan bahwa belanja 

pemerintah daerah kabupaten Lembata pengalokasiannya lebih 

didominasi oleh belanja modal 

Hal ini menjelaskan bahwa perkembangan kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten Lembata  untuk tahun anggaran 2017-2021, dapat dikatakan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

masih  kurang efektif ini terbutki dari tabel kinerja keuangan yang memiliki 

tampilan tabel grafik yang kurang stabil atau mengalami kondisi fluktuatif atau 

kinerja keuangan yang mengalami perkembangan naik turun sehingga hal ini dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Lembata Berdasarkan 

perkembangan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Lembata diatas terlihat 

bahwa dari lima tahun laporan keuangan yang dianalisis terdapat hubungan positif 

dan logis antara kinerja pengelolaan keuangan daerah (X) dan opini LHP-BPK (Y), 

yakni dari tahun 2017-2019 terdapat beberapa tahun yang memiliki kinerja 

keuangan yang kurang baik.  

Walaupun berdasarkan perhitungan yang menggunakan analisis rasio 

terdapat beberapa tahun kinerja keuangan yang kurang efektif terhadap pendapatan 

daerah ataupun belanja yang masih memiliki presentasi yang sangat rendah 

dibawah 10 persen namun hal ini tidak berpengaruh terhadap Laporan Hasil 

Pemeriksaan BPK  kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar 

opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan 

Pemerintah  Kabupaten Lembata, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran 
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lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk setiap tahun sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Saran  

1. Saran bagi pemerintahan daerah kabupaten Lembata 

a. Rasio Efektivitas keuangan daerah  

Pemerintah kabupaten Lembata perlu meningkatkan tingkat 

efektivitasnya agar memenuhi kriteria sangat efektif terhadap kinerja 

keuangan dengan cara realisasi anggaran penerimaan daerah harus lebih 

besar daripada target yang ditetapkan agar pemerintah daerah kabupaten 

Lembata selalu mendapatkan kriteria sangat efektif di tahun berikutnya. 

b. Rasio kemandirian keuangan daerah 

Bagi pemerintah daerah kabupaten Lembata diharapkan lebih 

meningkatkan PAD dengan cara mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan mencari sektor-sektor 

guna meningkatkan PAD serta menyeimbangkan pembangunan untuk 

daerah kota dan kabupaten dengan cara memberikan penyuluhan atau 

sosialisasi terhadap Wajib Pajak tentang pentingnya pembayaran pajak 

guna pembangunan daerah dan mencegah kelalaian Wajib Pajak dalam 

melaporkan pajaknya. 

c. Rasio Desentralisasi Fiskal  

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiscal semakin 

menurun, hal ini   memiliki implikasi dimana pemerintah kabupaten 

Lembata sebaiknya meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah yang 
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semakin menurun dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 

pusat. Pemerintah daerah sebaiknya menggali sumber penerimaan daerah 

yang potensial sehingga dapat mengelolanya dengan baik untuk 

meningkatkan PAD pada daerahnya masing-masing. 

 Rasio pengelolaan belanja 

Saran bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi pengelolaan 

belanja daerah dengan cara mendorong dan meningkatkan percepatan 

penyerapan terhadap APBD yang efisien serta melakukan pelaksanaan 

pengadaan barang atau jasa dalam pengelolaan keuangan daerah 

dengan menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan 

upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui 

peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, 

dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahapRasio 

keserasian  

Pemerintah Daerah diharapakan dapat mengurangi ketergantungannya 

terhadap bantuan dari pemerintah pusat, juga lebih memfokuskan 

kepada belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat. 

Dengan cara menetapkan alokasi bujet yang lebih berani, dimana dana 

perimbangan bisa diprioritaskan bagi belanja modal seperti belanja 

daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan 

digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan 
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dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

d. Rasio pertumbuhan  

Melakukan upaya ekstensifikasi yakni melakukan terobosan terhadap 

potensi sumber–sumber pendapatan daerah yang baru dan juga melalui 

usaha intensifikasi yakni dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber 

pendapatan yang ada guna meningkatkan pendapatan daerah serta 

Mendorong peningkatan investasi daerah melalui penyertaan modal 

pada Lembaga keuangan dan Bank dalam rangka mendorong investasi 

swasta untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
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